
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Ev.aluasi ·Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

.Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan 
Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menet~pkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemenntah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019· 

' 

b.· bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai 
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

bahwa dalam rangka rnenjamm keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, perlu 
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

a. Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH K.ABUPATEN SINTANG 
TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



9. Peraturan ... 

8. 

7. 

6. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentan 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementeria! 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran N 
Republik Indonesia Nomor 4406); egara 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambibara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; an 

5. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. 

3. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

1. 

• 

Mengingat 



BAB f ••• 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 
2019. 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 
Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
5); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 518); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 550); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

Menetapkan 



Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 
dok_umen perencanaan dan _penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

Kebijakan Umum APBD Y~_ng selanjurnya disebut KUA adalah perunjuk 
umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pernbiavaan 
daerah. da.lam J:>Cnyusunan pedoman Rcncana Kerja dan Anggaran SKPD 
yang disepakati bersama antara Pernerintah Daerah dan OPRO scbo.ga_j 
pedornan dalam penyusunan Rancangan APBD. 

10. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pe~gguna Baran~ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 
Ren~ana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
RenJa-SKPD adalah Dokumen Pcrencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk periode l (satu) tahun. 

8. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD 
Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta 
memperhatikan RPJMN. 

7. 

6. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

5. 

4. 

3. 

Bupati adalah Bupati Sintang. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kerwenangan daerah otonom. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Sintang. 1. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

9. 



BAB III ... 

Ruang L~ngkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang: 
a. hast! pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019· 

' 
b. ke~ai:igka ekonomi Daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka pendanaan; 

c. ~~f ~t:~ dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 

d. rencana program dan p · ita D ah non s aer Kabupaten Sintang Tahun 2019. 

Pasal 4 

(2) Tujuan ditetapkannya RKPD Kabupaten Sin tang Tahun 2019 adalah : 
a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat; 

b. t~rsusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten 
Sintang pada Tahun 2019 yang mendukung pencapaian RPJMD 
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021; 

c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan Daerah dan 
penganggaran pembangunan Daerah Tahun 2019. 

Pasal 3 

( 1) Maksud ditetapkannya RKPD Ka bu paten Sin tang Tahun 2019 adalah : 
a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2019; 
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Sin tang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 
yaitu Tahun Anggaran 2019, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2019. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 



BAB IV ... 

RKPD Kabupaten Sin tang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lam · 
g ak b . idak . prran yan merup an agian ti terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

D.alam hal substansi RKPD Kabupaten Sin tang Tahun 2019 ini tidak: dapat 
dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, mak:a substansi 
RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada 
penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 7 

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban 
melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh, dan bertanggung 
jawab. 

Pasal 6 

RKPD Kabupaten Sin tang Tahun 2019 disusun untuk : 
a. bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sintang; 

b. Rancangan KUA dan PPAS setiap SKPD yang telah disusun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai 
pembicaraan pendahuluan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; 

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian 
antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 hasil pembahasan bersama DPRD 
dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019. 

Pasal 5 

BAB III 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 



YOSEPHA HASNAH 

BERlTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR S'6 
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